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BUPATI KONAWE

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR ク多 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASIJm・ mAN
― EHATAN NAS10NAL PADA FASIHTAS― EHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang i a.

BUPATI KONAWE,

bahwa dalam ral■ gka menmgkatkan mutu pelayanan
keschatan  dasar  di  Kabupaten  konawe  dalam
penyelenggaraan Janlinan Keschatan Nasional sesuai
amanat Undang ― Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem」 anlinan Sosial Nasional dan Undang―
Undang Nomor 24 Tahun 201l tentang Badan
Penyelenggara」 a― an Sosial ,diperltn d―gan
dana untuk opcrasional  pelayanan kescha性ビl yang
dilakukan olёh Fasnitas Kesehatan;
bahwa untuk tertibnya pengelolaan admmstrasi
keuangan  dacrah, pengelolaan keuangan Badan
Penyelenggtta Janunan Sosial Keschatan kepada
Fasilitas Keschatan tingkat pema  sebagaimana
diatur dalaIIn Pasa1 39 ayat(1) Peraman Presiden
Nomor 12 Tahun 2013,dan untuk efektifltas maupun
eflsiensi penggunaan biaya yang dialokasikan di
kabupaten konawe ttun 2015, maka penggunaan
dana non kapitasi diperlukan sebagai pendukung
operasional pelayanan kesehatan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebag― ana
dimaksud dalarn huruf a dan htt b tersebut diaLs,
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang―Undang Nornor 29 Tahun 1959 tenttmg
Penlbcntukan Daerah―daerah Swatantra Tingkat H sc―
Sulawesi(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1959 Nomor 74,Tambahan Leinbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 1822);
Undang―Undang Republik lndonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Keschatarl(Lcmbaran Ncgara Rcpublik
lndonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
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Undarlg― Undarlg Republik lndonesia Nomor 24 Tahun
201l tentang Badan Penyelenggara Ja― an Sosial(
Leinbaran  Negara Repubttk lndonesia Tahun 2011
Nomor l16, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5256);
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 32
Tahun 1996 Tenねng Tenaga Keschatan(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 39,
Tambaharl Lernbaran Negara Nomor 3637);
Peraturalll Pelnenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urllsan Peme五ntah Anttta Pemermtah,
Peme五ntahan Daerah Pro▼lnsi, dan Pemennlぬhan
Daerah Kabupaten/K01n{Lembaran Negara Repub歎
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan
Lembaran Negara Repubttk lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Susunan OrganisasI Perangkat Daerah にんmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4739);
Peraman Pemenntah Republik lndonesia Nomor 101
Tahun 2013 Tentang Pene五 Π口L Bantuan lural■
」aminan Keschatan);
Peraturan Presiden Repubhk lndonesia Nomor lll
tahun 2013  tentang Perubahan aLs Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 」aminan
Keschatan
Peraturan Menteri Dalam Nege五 Republik lndonesia
Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan BelanJa Dacrah Tahun
Anggaran 2015。
Peraturan     Mcnte五      Keschatan     Nomor
903/MenkeS/Per/V/201l   tentang   Pedoman
Pclaksanaan Program Janlinan Keschatan Masyarakat

(BCttta Negara Repubhk lndonesia Tahun 201l Nomor
336);

Peraturan Mente五 Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pelakasanaan Program Janunan
Keschatan Naslonal.
Keputusarl Bersanla Mente五 Keschatan dan Mente五
Dalam Nege五 Nomor 48/MenkeS/SKB/11/1988 10
Tahun 1988 tentang petunJuk pelaksanaan Peraman
Peme五ntah No 7 Tahun 1987 tentang penyerahan
scbaglan urusan Peme五 ntah dalam Bidang Keschatan
kepada Daerah;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KBTENTUAII UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya

disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.

7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah
Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan Pelayanan Kesehatan Dasar
untuk Peserta BPJS di Puskesmas.

8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan
untuk menyelenggatakan upaya pelayartan kesehatan peror€Lngan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
pemerintah Daerah, dan/ ataumasyarakat.

9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya dising!<at FKTP
adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan / atau pelayanan kesehatan lainnya.

1O. Pengelolaan dan pemanfaatan Dana non Kapitasi jaminan kesehatan
nasional pada FKTP milik pemerintah Daerah yang diluncurkan BPJS ke
Rekening Dinas Kesehatan,dana Non Kapitasi tersebut di setorkan ke Kas
Daerah dengan cara mekanisme Daerah, Dinas kesehatan membayarkan
ke FKTP dan oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali.

11. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan
kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikan.

12. Belanja Operasional merupakan pembelian barang d , / atau jasa yang
habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal .

13. Peserta Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) drrr- Non Penerirna Bantuan Iuran
( PBI ) Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

14. Pembangunan Ratryat menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing
(PEzuSAI) adalah merupakan Program Peurerintah Kabupaten Konawe
datam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin.

15. Pembangunan Sejahtera Masyarakat (BAHTERAMAS) adalah merupakan
Program Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin di Sulawesi Tenggara-

16. Tenaga Kqsehatan adalah Setiap orang yang rnengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterarrrpilan



melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

l7.Tenaga Medis adalah Tenaga Kesehatan yang ahli kedokteran dengan
fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien
dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tatacara dan teknik
berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat
dipertanggungjawabkan oleh Tenaga Medis meliputi Dokter dan Dokter
Gigi.

18. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Kesehatan yang berpendidikan
Kesehatan dan membantu pelayanan Medis dalam peningkatan Pelayanan
Kesehatan. Tenaga Paramedis meliputi Perawat, Bidan, Gizi, Sanitarian,
dan Kesehatan Masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI DAN

BESARIIYA JASA PELAYANAI{

Pasal 2

(1) Dinas kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada FKTP
milik Pemerintah Daerah.

(2) Pembayaran Dana non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada jenis klaim yang diajukan prrskesmas dan d,isetujui oleh
BPJS.

(3) Jenis klaim yang diajukan oleh Puskesmas dan telah disetujui oleh BPJS
sebagaimana dimaksud ayat (2lr, maka pembayaran jasa pelayanan
kesehatan ditetapkan sebesar Rp.100.O0O,- (Seratus Ribu Rupiah)
meliputi:
a. 8Oo/o Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya yang

pembagiannya terdiri dari :

- Jasa Medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan sebesar 40
o/o.

- Jasa Paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan
Perawatan Pasien sebesar 60 %.

b. 2Oo/o Operasional dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Rawat InaP.

Pasal 3

(1) Hari perawatan dihitung mulai dari tanggal hari masuk sampai dengan
tanggal hari keluar.

(21 Hari masuk dan hari keluar pada tanggal yang sama dalam waktu yang
berbeda, perawatan tetap dihitung satu hari atau L x L2 jam.

Pasal 4

(1) Tarif Tindakan Kebidanan/Persalinan yarlg ditetapkan BPJS (Non Kapitasi)
adalah sebagai berikut :

a. Persalinan Fisiologis (Normal) tanpa Penyulit oleh Dokter Umum/Bidan
Rp.6O0.00O,- dengan Pembagian :

1. Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis Lainnya minimal 80 o/o,

2. Operasional/penunjang peningkatan pelayanan kesehatan di
puskesmas maksiurul. 20 7o,



b. Pelayanan Ante Natal Care (ANC) 1 Paket sebanyak 4 (empat) kali
Kunjungan sebesar Rp.200. 0OO,-

c. Pelayanan Kunjungan Neonatal (KN) dan Kunjungan Nifas (KF) per
kunjungan sebesar Rp. 25.000.- dan maksimal di bayarkan 3 (tiga) kali
kunjungan.

d. Pelayanan tindakan pasca salin perkasus sebesar Rp.175.OOO,- (PONED)
e. Pelayanan Pra Rujukan komplikasi kebidanan dan Neonatal perkasus

sebesar Rp.125.000,-.
f. Persalinan Patologis dengan penyulit oleh Dokter Umum /Bidan (PONED)

sebesar Rp.750.000,- yang pembagiannya :

1. minimal 8Oo/o untuk Jasa Medis, Paramedis dan Tenaga Medis
Lainnya.

2. Operasiona-l dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas maksirnal 2Oo/o.

g. Pelayanan KB sehubungan pemasangan dan pencabutan Implant
sebesar Rp.100.0O0,-.

h. Pelayanan KB Suntik sebesar Rp.15.O00,-.
i. Penanganan komplikasi KB sebesar Rp.125.0OO,-.
j. Pelayanan KB MOP/Vasektomi sebesar Rp.35O.0O0,-.

(2) 20 7o Operasional yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dan
huruf f angka 2 tersebut tersebut tidak dapat dibelanjakan untuk belanja
modal dan atau belanja barang/jasa yang dapat di kapitalisasi menjadi aset
tetap.

Pasal 5

Tarif pelayanan Ambulance didaerah daratan diukur berdasarkan jarak yang
ditempuh sebagai berikut :

a. Jarak 0 sampai 10 km dari Puskesmas dihitung satu kali angkut kali harga
BBM 15,O liter.

b. Lebih dari 10 km dari Puskesmas selain ketentuan huruf a dan ditambah
harga % (setengah) liter BBM (Pertamax, So1ar dan Premium) setiap
kiiometer yang ditempuh, terhitung pulang pergi.

c. Jasa tenaga pendamping adalah diluar biaya bahan bakar yang tersebut
pada huruf a dan b juga ditambah biaya untuk Dokter Umum sebesar Rp.
TOO.OOO/ora;rLg, dan atau PerawatfBidan sebesar Rp. 5o.0oo/orang.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAII

Pasal 6
(1) Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bertanggung jawab secara

formal dan materill atas pendapatan dan belanja dana non kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional.

(2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laporkan
kepada Dinas kesehatan Kabupaten Konawe.

BAB T\7

I{ETENTUAI{ PENTUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2015 sampai dengan
bulan Desember 2015



〆 AgarSupayasetiaporangdapatmengetahuinyamemerintahkan
pengundangan pJraturan Bupati iii aengan penempatannya datam lembaran

baerah KabuPaten Konawe '

Ditetapkan di Unaaha c

Pada tarysat i{ fanUAf' 2015

Diundangkan di Unaaha
F"a" i"rigg.t f ytilil otr' 2o1s

KABUPATEN

BERITA DADRAH KABUPATEN KONm TAHUN 2015 NOMOR: β♪、/′ι
λ

窃

Ц


